
 
BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS 

PROVINSI KEPULAUAN RIAU 

 

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS 

NOMOR 24 TAHUN 2024 

TENTANG 
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 35 TAHUN 2017 

TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF 
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS, 

 

 
Menimbang :  a. 

 
 
 

 
b. 

bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan 

salah satu penerimaan daerah yang telah ditetapkan 
target penerimaannya oleh pemerintah daerah untuk 
dapat dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran 

rakyat;  
bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi kerja 

dalam pencapaian target penerimaan daerah melalui 
pajak daerah dan retribusi daerah, maka kepada para 

pihak yang terlibat dalam pemungutan pajak daerah 
dan retribusi daerah perlu diberikan insentif; 

   c. bahwa Peraturan Bupati yang mengatur mengenai 

pemberian insentif pemungutan pajak daerah dan 
retribusi daerah belum memenuhi kebutuhan hukum 

saat ini sehingga perlu dilakukan perubahan; 

  d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan 

Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2020 
Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan 

Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah; 

 

Mengingat : 1. 
 

2. 

 

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara  (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

SALINAN 
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Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang 

Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di 
Provinsi Kepri (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor106, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4879); 

  5. 

 
 

 
 

 
 

 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta 
Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

  6. 

 

 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

  7. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang 

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahaan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897); 

  8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang 

Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif 
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 119, Tambahaan Lembaran NegaraRepublik 
Indonesia Nomor 5161); 

  9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

  10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang 

Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 

Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6881); 

  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020    

Nomor 1781); 

  12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas 

Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan 

Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan 
Anambas Tahun 2016 Nomor 52, Tambahan Lembaran 

https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2000/19TAHUN2000UU.htm
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Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 53), 

sebagaimana telah diubah dengan  Peraturan Daerah 
Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2021 

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah 
Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 Nomor 

87, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Kepulauan Anambas Nomor 88); 

  13. Peraturan Daerah Kepulauan Anambas Nomor 1 Tahun 
2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas 

Tahun 2024 Nomor 99, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 99); 

   
MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 

PERATURAN BUPATI NOMOR 35 TAHUN 2017 TENTANG 
TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF 
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH. 

 

  Pasal I 

  Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 35 
Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian dan 

Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Berita 
Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2017 Nomor 

232), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati 
Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan 

Bupati Nomor 35 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian 
dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Berita 
Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020  
Nomor 494), diubah sebagai berikut: 

 

  1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

   Pasal 3 

   (1) Insentif diberikan kepada instansi pelaksana 

pemungutan Pajak dan Retribusi. 

   (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara 

proporsional dibayarkan kepada: 

    a. Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggung 
jawab pengelolaan keuangan Daerah; 

    b. pejabat dan pegawai instansi pelaksana pemungut 
Pajak dan Retribusi sesuai dengan tanggung jawab 

masing-masing; 

    c. Sekrataris Daerah selaku koordinator pengelolaan 

keuangan Daerah; 
d. pemungut Pajak Bumi dan Bangunan pada tingkat 

desa/kelurahan dan kecamatan, kepala 

desa/lurah atau sebutan lain dan camat, dan 
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tenaga lainnya yang tugaskan oleh instansi 

pelaksana pemungut Pajak; dan 

    e. pemberian Insentif kepada Bupati dan Wakil 

Bupati, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf a dan huruf b dapat diberikan dalam hal 
belum diberlakukan ketentuan mengenai 

remunerasi. 

   (3) Instansi pelaksana pemungutan Pajak dan Retribusi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu: 

    a. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan 

Daerah,  yaitu  Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak 
Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, 
Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Mineral Bukan 

Logam dan Batuan, Pajak Air Tanah, Bea 
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Pajak 

Bumi dan Bangunan dan Retribusi Pemanfaatan 
Aset Daerah; 

    b. Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup, yaitu 
Retribusi Pelayanan Kebersihan, Retribusi 
Pelayanan Kepelabuhan, Retribusi Pelayanan 

Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Tempat 
Khusus Parkir, Pelayanan Penyeberangan Orang 

atau Barang dengan Menggunakan Kendaraan Air; 

    c. Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan,   yaitu 
Retribusi Tempat Pelelangan Ikan, Retribusi 

Pemakaian Sarana Pelelangan Ikan, Retribusi 
Pemotongan Hewan Ternak, Retribusi Penjualan 

Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah; 

    d. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan 

Keluarga Berencana, Unit Pelaksana Teknis 
Rumah Sakit Umum Daerah, dan Unit Pelaksana 

Teknis Puskesmas yaitu Retribusi Pelayanan 
Kesehatan; 

    e. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan 

dan Perindustrian,  yaitu Retribusi Pelayanan 
Pasar dan Retribusi Perizinan Tertentu 

Penggunaan Tenaga Kerja Asing; 

    f. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan 

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman,   
yaitu Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung; 
dan 

g. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, yaitu Retribusi 
Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga. 

 

  2. 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

Ketentuan Pasal 6 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah 

serta ditambahkan satu ayat yakni ayat (4), sehingga   
Pasal 6 berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 6 
(1) Besarnya pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a huruf b dan huruf c 
untuk setiap bulannya dikelompokkan berdasarkan 

realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi sesuai 
dengan ketentuan: 
a. di bawah Rp 1.000.000.000.000,00 (satu triliun 
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3. 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
4. 
 
 

 
 

 
 

 
 
5. 

 
 

 

rupiah) paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan 

tunjangan yang melekat; 
b. Rp. 1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) 

sampai dengan Rp. 2.500.000.000.000,00 (dua 
triliun lima ratus miliar rupiah) paling tinggi 7 
(tujuh) kali gaji pokok dengan tunjangan yang 

melekat; 
c. di atas Rp. 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima 

ratus miliar rupiah) sampai dengan Rp. 
7.500.000.000.000,00 (tujuh triliun lima ratus 

miliar rupiah) paling tinggi 8 (delapan) kali gaji 
pokok dan tunjangan yang melekat; dan 

d. di atas Rp. 7.500.000.000.000,00 (tujuh triliun lima 

ratus miliar rupiah) paling tinggi 10 (sepuluh) kali 
gaji pokok dan tunjangan yang melekat. 

(2) Besarnya pembayaran Insentif untuk pihak lain 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d 

ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh perseratus) dari 
besarnya Insentif yang ditetapkan berdasarkan 
ketentuan Pasal 5. 

(3) Apabila dalam realisasi pemberian insentif 
berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) terdapat sisa lebih harus disetorkan ke kas 
daerah sebagai penerimaan daerah. 

(4) Pembayaran Insentif dapat disesuaikan dengan 
perhitungan yang proporsional dengan 
memperhitungkan ketercapaian target penerimaan 

Pajak dan Retribusi berdasarkan perhitungan yang 
dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi 

Pendapatan Daerah. 
 

Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan satu (1) Pasal yakni 
Pasal 6A yang berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 6A 
(1) Pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 6 diperhitungkan terlebih dahulu untuk Bupati 
dan Wakil Bupati. 

(2) Selisih pembayaran Insentif Bupati dan Wakil Bupati 
diperhitungkan untuk instansi pelaksana pemungutan 
Pajak dan Retribusi. 

 
Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 
 

Pasal 7 
Penerima pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3 ayat (2) dan besaran pembayaran Insentif 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan dengan 
Keputusan Bupati. 

 
Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan satu Pasal yakni 

Pasal 7A yang berbunyi sebagai berikut: 
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6. 

Pasal 7A 

Tata cara perhitungan besaran pembayaran insentif 
diusulkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan di bidang pendapatan Daerah 
kepada Bupati untuk ditetapkan melalui Keputusan 
Bupati. 

 
Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

   

Pasal 8 
(1) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan di bidang pendapatan Daerah 

menyusun rencana anggaran Insentif pemungutan  
Pajak dan Retribusi berdasarkan ketentuan 

sebagimana dimaksud dalam Pasal 5. 
(2) Penganggaran Insentif pemungutan Pajak 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan 
pada rekening belanja Insentif pemungutan Pajak 
Daerah. 

(3) Penganggaran Insentif pemungutan Retribusi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan 

pada rekening belanja Insentif pemungutan 
Retribusi. 

 
Pasal II 

  Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

  Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas. 

 
 Ditetapkan di Tarempa 
 pada tanggal 15 Juli 2024 

 BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS, 
  

 dto 
 ABDUL HARIS 

 
Diundangkan di Tarempa   
pada tanggal 15 Juli 2024   

SEKRETARIS DAERAH   
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS   

    dto   
SAHTIAR   

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2024 NOMOR 787 
 Salinan sesuai dengan aslinya 
 KEPALA BAGIAN HUKUM 

 

 
 

 
  BASISWAN M., SH., MH. 

  Pembina 
NIP. 198306042014041001 


